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Abstrak

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali melibatkan pihak lain
yang diperdaya dan dijadikan “boneka” oleh pelaku utama dalam melaksanakan
atau mewujudkan niat jahat korupsinya dengan tujuan untuk mengelabui agar
tindakan korupsi pelaku utama tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 980K/Pid.Sus/2015 perkara tindak pidana korupsi
pengadaan videotron di Kementrian Koperasi dan UMKM pada tahun 2012 yang
Terdakwanya diperdaya dan dijadikan boneka oleh pelaku utama korupsi sehingga
dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut membatalkan putusan Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi yaitu putusan pemidanaan diubah menjadi putusan
lepas kepada Terdakwa. Perkara yang sama juga terjadi pada Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 491 K/Pid.Sus/2021 perkara tindak pidana korupsi pekerjaan
penataan parkir kawasan pantai klayar tahun 2018 tetapi dengan amar putusan yang
berbeda, yaitu menyatakan Terdakwa yanag diperdaya dan dijadikan boneka
tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama-sama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,
dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai keterlibatan
seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, dimana secara yuridis
orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut
harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan
terdapat alasan pemaaf. Kemudian, Pelaku yang melakukan tindak pidana karena
telah di peralatan atau diperdaya dan dijadikan “boneka” oleh pihak lain sehingga
unsur kesengajaan (dolus) itu muncul oleh pihak lain tersebut. Lagipula seseorang
yang disebut sebagai doenpleger actor materialis tidak menerima manfaat dari
tindakannya itu sedangkan yang menerima manfaat dari tindakannya itu justru
pihak lain yang disebut doenpleger actor intellectualis. Secara yuridis, actor
materialis adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas
tindak pidana yang dilakukannya karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang
merupakan alasan pemaaf.

Kata Kunci: tindak pidana korupsi, terdakwa yang diperdaya/dijadikan boneka,
putusan lepas (onslag), putusan pemidanaan
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Abstract

In practice, criminal acts of corruption often involve other parties who are tricked
and used as "puppets” by the main actors in carrying out or realizing their evil
intentions of corruption with the aim of tricking the main perpetrators of corruption
into not being known by law enforcement officials. Decision of the Supreme Court
of the Republic of Indonesia Number 980K/Pid.Sus/2015 in the case of corruption
in the procurement of videotron at the Ministry of Cooperatives and MSMEs in
2012 in which the defendant was deceived and used as a puppet by the main
perpetrators of corruption, so that the decision of the Supreme Court of the
Republic of Indonesia annulled the decisions of the District Court and the High
Court. namely the sentencing decision is changed to a acquittal to the Defendant.
The same case also occurred in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.
491 K/Pid.Sus/2021 in the case of corruption in the Klayar beach area parking
arrangement in 2018 but with a different decision, namely stating that the defendant
who was deceived and made a puppet was legally proven. and convincingly guilty
of committing a criminal act of corruption together. This research is a normative
legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case
approach. The results of the study indicate that regarding the involvement of
someone who participates in committing a criminal act of corruption, where legally
the person who is ordered and finally actually commits the criminal act must be a
person who cannot be held criminally responsible and there is a forgiving reason.
Then, the perpetrator who commits a crime because he has been in equipment or
has been tricked and made a "puppet"” by another party so that the element of intent
(dolus) appears by the other party. Moreover, a person who is called a materialist
actor doenpleger does not receive the benefits of his actions, while the other party
who receives the benefits from his actions is called an intellectual actor actor.
Juridically, a materialist actor is a person who cannot be held criminally
responsible for a crime he has committed because he has things in him that are
forgiving reasons.

Keyword: corruption, the accused being deceived, the acquittal (onslag),
sentencing
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